Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 997 TAHUN 2025
TENTANG

SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan percepatan
penanganan aksi tawuran serta memperkuat kesiapsiagaan
terhadap potensi gangguan keamanan dan situasi kedaruratan
termasuk bencana di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, perlu dibentuk satuan tugas terpadu yang disebut
Satuan Tugas Jaga Jakarta yang dapat berkoordinasi dan
berkolaborasi dengan berbagai pemangku kebijakan;

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan
kepastian hukum pembentukan Satuan Tugas Jaga Jakarta
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Satuan Tugas Jaga Jakarta;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601} sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS . JAGA
JAKARTA.

Membentuk Satuan Tugas Jaga Jakarta yang terdiri dari:

a.

Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta; dan

Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten
Administrasi, ' '

dengan susunan keanggotaan, uraian tugas, dan bagan struktur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Satuan Tugas Jaga Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyai tugas:

a.

b.

melaksanakan perencanaan penanganan pengamanan dan
ketertiban di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

melaksanakan upaya pencegahan gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksénaan fugas
jaga Jakarta; dan

mempercepal koordinasi lintas sektor dalam upaya peningkatan
ketahanan sosial dan kesiapsiagaan wilayah terhadap potensi
kedaruratan dan bencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA, Satuan Tugas Jaga Jakarta mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan identifikasi potensi ancaman gangguan tawuran
dan pelaku aksi tawuran;

pemetaan lokasi rawan tawuran;

pelaksanaan edukasi masyarakat terkait larangan aksi
tawuran dan pencegahan kriminalitas serta pembangunan
kesadaran keamanan dan ketertiban; :

pengoordinasian pelaksanaan dengan instansi/lembaga dan
pihak lain sebagai upaya preventif terhadap ancaman
gangguan keamanan dan ketertiban, serta penanganan dan
penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;

penanganan laporan pengaduan masyarakat atas ancaman
gangguan keamanan dan ketertiban;



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

S B [0 e

f. penindakan aksi tawuran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi tawuran;

h. pelaksanaan diseminasi dan komunikasi publik terkait
pencegahan dan penanganan tawuran, serta pencegahan dan
penanggulangan bencana;

1. penyusunan rencana aksi kelompok kerja Satuan Tugas Jaga
Jakarta;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan
pengamanan dan ketertiban masyarakat;

k. pelaksanaan dukungan percepatan koordinasi terhadap upaya
kesiapsiagaan sosial, mitigasi, dan penanganan kondisi
kedaruratan termasuk bencana di wilayah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta; dan

. pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Jaga Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, Satuan Tugas Jaga
Jakarta dapat mehbatkan unsur kementerlan lembaga, badan
usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Dalam mendukung pelaksanaan operasional tugas dan fungsi
Satuan Tugas Jaga Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA dan diktum KETIGA, dapat dibentuk Sekretariat Bersama.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan Tugas Jaga Jakarta dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2025

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN

'KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 997 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN, URAIAN TUGAS, DAN BAGAN STRUKTUR
SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA

A, SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

a. Dewan Penasihat

b. Dewan Pengarah

c. Ketua

d. Wakil Ketua 1

e. Wakil Ketua II

f. Pelaksana

1) Gubernur DKI Jakarta

2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

3} Panglima Komando Daerah Militer Jaya/
Jayakarta

4} Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya

S) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

6) Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

7) Kepala Badan Intelijen Negara Daerah DKI
Jakarta

1) Wakil Gubernur DKI Jakarta

2) Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
3) Kepala Staf Komando Daerah Militer

Jaya/Jayakarta

4) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
5) Kepala Bagian Operasional Badan Intehjen

Negara Daerah DKI Jakarta

6} Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI

Jakarta

7) Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur

DKI Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta

Diky Budi Ramadhan (Staf Khusus Gubernur
DKI Jakarta Ketua Bidang Pemuda dan
Olahraga)

1) Kelompok Kerja Pencegahan

a) Koordinator

b) Wakil
Koordinator

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi

DKI Jakarta

John Odhius (Staf Khusus Gubernur DKI
Jakarta Ketua Bidang Keumatan dan

Keagamaan)



c) Anggota

1)
2)
3)
4)
S)

6)

7)

8)
9)

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan
Kota Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI
Jakarta

Kepala Bidang Kewaspadaan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
DKI Jakarta -

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI
Jakarta

Direktur Intelkam Polda Metro Jaya
Direktur Binmas Polda Metro Jaya

10) Asisten  Intelijen Kasdam  Jaya/

Jayakarta

11) Unsur Badan Intelijen Negara Daerah

DKI Jakarta

2) Kelompok Kerja Pembinaan

a) Koordinator

b) Walkil
Koordinator

c) Anggota

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta

Agus Haryadi (Staf Khusus Gubernur DKI
Jakarta Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat)

1)
2)
3)
4)

S)

6)
7)

8)

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta

Asisten  Teritorial Kasdam  Jaya/
Jayakarta

3} Kelompok Kerja Penindakan dan Penegakan Hukum

a) Koordinator

b) Wakil
Koordinator

Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI
Jakarta

Tri Wisnu Bagus Permadi (Staf Khusus
Gubernur DKI Jakarta Ketua Bidang
Pembangunan Manusia}



c) Anggota

1} Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta

2) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
DKI Jakarta

3) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Provinsi DKI
Jakarta

4) Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

5) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta

6) Direktur Samapta Polda Metro Jaya

7) Asisten Pidana Umum Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta

4) Kelompok Kerja Penanggulangan Bencana

a) Koordinator

b) Wakil
Koordinator

¢} Anggota

Asisten Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Fadhilannisa  Apridini (Staf Khusus
Gubernur DKI Jakarta Wakil Ketua Bidang
Pemerintahan)

1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

2) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

3} Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
DKI Jakarta

4) Kepala Dinas Cipta Karya,; Tata Ruang
dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

S) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI
Jakarta

6} Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

7) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI
Jakarta

8} Kepala Dinas Keschatan Provinsi DKI
Jakarta

9} Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi
DKI Jakarta

10) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta

11) Kepala Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta

5} Kelompok Kerja Komunikasi, Publikasi, Kerja Sama, dan Tata

Kelola

a) Koordinator

b} Wakil
Koordinator

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta

Cyril Raoul Hakim (Staf Khusus Gubernur
DKI Jakarta Ketua Bidang Komunikasi
Sosialj



2. SATUAN TUGAS JAGA

c) Anggota

ADMINISTRASI

a.

Dewan Penasihat

Dewan Pengarah

Ketua

Pelaksana

1} Kepala Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta

2} Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

3) Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda
Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA TINGKAT KOTA/KABUPATEN

1) Walikota/Bupati Kota/Kabupaten
Administrasi

2} Komandan Distrik Militer

3) Kepala Polres Metro/Polres Kepulauan

4) Kepala Kejaksaan Negeri

o) Koordinator Wilayah Badan Intelijen
Negara Kota

1) Wakil Walikota/Bupati Kota/Kabupaten
Administrasi

2) Wakil Kepala Polres Metro

3} Kepala Staf Komando Distrik Militer

4} Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan
Negeri

. Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi

1} Kelompok Kerja Pencegahan

a) Koordinator

b) Wakil
Koordinator

c) Anggota

: Asisten Administrasi dan Kesejahteraan

Rakyat Kota Administrasi/Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Administrasi

: Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota/Kabupaten Administrasi

1) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kota/
Kabupaten Administrasi

2) Kepala Suku Dinas Pemuda dan
Olahraga Kota/Kabupaten Administrasi

3) Kepala Suku Dinas Pariwisata dan

- Ekonomi  Kreatif Kota/Kabupaten
Administrasi

4} Kepala Suku Dinas Pertamanan dan
Hutan Kota Kota/Kabupaten Administrasi

5) Kepala Suku Dinas Pendidikan
Kota /Kabupaten Administrasi

6} Kepala Suku Dinas Kebudayaan
Kota/Kabupaten Administrasi

7) Petugas Wilayah Badan Intelijen
Negara Kota/Kabupaten Administrasi



2) Kelompok Kerja Pembinaan

a} Koordinator

b} Wakil
Koordinator

c) Anggota

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kota Administrasi/Asisten Administrasi
Perekonomian dan Pembangunan
Kabupaten Administrasi

: Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/

Kabupaten Administrasi

1) Kepala Suku Dinas Sosial Kota/Kepala
Seksi Sosial Kabupaten Administrasi

2) Kepala Suku Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Kota /Kabupaten Administrasi

3) Kepala Suku Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kota Kabupaten
Administrasi

4) Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi Kota/
Kabupaten Administrasi

5) Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/
Kabupaten Administrasi

3) Kelompok Kerja Penindakan dan Penegakan Hukum

a) Koordinator

b) Wakil
Koordinator

c) Anggota

: Asisten Pemerintahan Kota Administrasi/

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten Administrasi

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/

Kabupaten Administrasi

1) Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota/
Kabupaten Administrasi

2) Kepala Suku Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan Kota/
Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi

3) Kepala Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Kota/Kabupaten

Administrasi

4) Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kota/Kepala Bagian Hukum,
Kctatalaksanaan dan  Kepegawaian
Kabupaten Administrasi

S} Kepala Bagian Operasi Kepolisian
Daerah Metro Jaya

4) Kelompok Kerja Penanggulangan Bencana

a) Koordinator -

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kota Administrasi/Asisten Administrasi,
Perekonomian, dan Pembangunan
Kabupaten Administrasi



b) Wakil : Kepala Satuan Pelaksana Penanggulangan
Koordinator Bencana Kota/Kabupaten Administrasi
cj Anggota : 1) Kepala Suku Dinas Penanggulangan dan

Penyelamatan Kebakaran Kota/Kepala
Sektor Penanggulangan Kebakaran dan
Penyalamatan Kabupaten Administrasi

2) Kepala Suku Dinas Sosial Kota/Kepala
Seksi Sosial Kabupaten Administrasi

3) Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota/Kabupaten Administrasi

4) Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
Kota/Kabupaten Administrasi

5) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Kota/Kepala Bagian Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi

6) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
Kota/Kabupaten Administrasi

B. URAIAN TUGAS

1. SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

a. Dewan Penasthat

1)

2)

3)

menetapkan kebijakan strategis terkait pelaksanaan Satuan Tugas
Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

memberikan masukan strategis serta rekomendasi perbaikan
evaluatif kepada Pelaksana Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat

+ Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

menyediakan ruang konsultasi dalam pelaksanaan tugas Satuan
Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

b. Dewan Pengarah

1) mengarahkan pelaksanaan rencana aksi tingkat provinsi, prioritas
program, dan alokasi dukungan strategis antarinstansi;

2} menerima ringkasan laporan evaluatif provinsi serta memberi
arahan kebijakan strategis selanjutnya;

3) memberi persetujuan atas usulan kebijakan yang berdampak lintas
wilayah atau memerlukan dukungan prerogative; dan

4} meminta masukan dan saran/pertimbangan kepada Dewan
Penasihat.

c. Ketua

1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan
Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dan bertanggung jawab atas koordinasi lintas Perangkat
Daerah dengan instansi lainnya;

2} melaksanakan koordinasi dengan unsur kementerian, lembaga,
badan usaha, dan masyarakat sesuai kebutuhan,

3) menjamin penerapan pedoman, standar, dan standar operasional

prosedur yang disusun oleh Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Satuan
Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;



e.

S)

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas
Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
menerima dan menyampaikan laporan kinerja provinsi kepada
Dewan Penasihat dan Dewan Pengarah serta mengusulkan
rekomendasi kebijakan.

Wakil Ketua 1

1)

2)

3)

4)

melaksanakan kewenangan administratif dan teknis untuk
mengawal pelaksanaan pedoman yang dilaksanakan oleh kelompok
kerja pada tingkat provinsi;

memfasilitasi koordinasi operasional antarperangkat daerah baik
pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten administrasi,
termasuk pengelolaan rujukan administratif dan alokasi sumber
daya administratif/logistik;

menerima, memverifikasi, dan memvalidasi data dan laporan
pelaksanaan tugas kelompok kerja tingkat provinsi sebelum
dilanjutkan ke Ketua; dan

menyusun dan mengawal mekanisme monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kelompok kerja tingkat provinsi.

Wakil Ketua II

1} menyusun langkah-langkah strategis, inisiasi program, dan
advokasi kebijakan;

2} mengawal percepatan koordinasi strategis antarpemangku
kepentingan dan mengusulkan langkah kebijakan yang
memerlukan intervensi; dan

3} mengoordinasikan komunikasi tingkat pimpinan dan diplomasi
kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Satuan Tugas
Jaga Jakarta.

Pelaksana

1} Kelompok Kerja Pencegahan

a) menetapkan pedoman, standar, dan metodologi pemetaan zona
rawan tawuran untuk dilaksanakan oleh Satuan Tugas Jaga
Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi berkoordinasi
dengan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta;

. b} mengintegrasikan hasil pemetaan dari Satuan Tugas Jaga

Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi menjadi peta
rawan tingkat provinsi sebagai dasar kebijakan;

C) menyusun strategi pencegahan dan memastikan
implementasinya dilaksanakan oleh Satuan Tugas Jaga Jakarta
Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;

d} melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye anti
tawuran yang dapat diadaptasi oleh Satuan Tugas Jaga Jakarta
Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sesuai kebutuhan lokal;

e) memfiasilitasi koordinasi dengan Polda Metro Jaya, Kodam
Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, BIN Daerah DKI Jakarta
dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, tokoh masyarakat,
tokoh agama dalam rangka mendukung pelaksanaan early
warning di tingkat wilayah kota/kabupaten administrasi;

f) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk
meningkatkan deteksi dini dan respons terhadap potensi
gangguan ketertiban umum; dan



2)

g)

melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan pencegahan di tingkat kota/kabupaten
administrasi.

Kelompok Kerja Pembinaan

menyusun pedoman pembinaan dan rehabilitasi pelaku
tawuran di seluruh kota/kabupaten administrasi berkoordinasi
dengan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta;

mengoordinasikan penyediaan dukungan program pembinaan
lintas perangkat daerah;

menetapkan  indikator keberhasilan pembinaan yang
digunakan oleh Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat
Kota/Kabupaten Administrasi dalam evaluasi program;
mengintegrasikan laporan hasil pembinaan dari Satuan Tugas
Jaga Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi untuk
menjadi laporan kinerja pada tingkat provinsi; dan

melakukan supervisi, monitoring, dan memberikan rekomendasi
atas pelaksanaan pembinaan di tingkat kota/kabupaten
administrasi.

Kelompok Kerja Penindakan dan Penegakan Hukum

a)

b)

€)

menctapkan standar operasional prosedur patroli dan Posko
Bersama sebagai acuan bagi Satuan Tugas Jaga Jakarta
Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi berkoordinasi dengan
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta;

mengoordinasikan kepada aparat penegak hukum terkait
penindakan lintas kota/kabupaten administrasi apabila terjadi
eskalasi yang melampaui kapasitas satu wilayah;

menyediakan dukungan personel, logistik, dan anggaran bagi
kota/kabupaten saat menghadapi eskalasi konflik besar;
mengintegrasikan hasil laporan penindakan oleh aparat
penegak hukum dari kota/kabupaten menjadi analisis pola
insiden provinsi sebagai dasar pengambilan keputusan lebih
lanjut; dan

melakukan supervisi dan evaluasi atas operasi penindakan
yang dilakukan di tingkat kota /kabupaten administrasi.

Kelompok Kerja Penanggulangan Bencana

a)

b)

mengoordinasikan kebijakan dan langkah strategis Satuan
Tugas Jaga Jakarta dalam meningkatkan kesiapsiagaan sosial
dan keamanan wilayah terhadap potensi kedaruratan dan
bencana di wilayah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta;

menyusun rencana dukungan Satuan Tugas Jaga Jakarta
terhadap kegiatan mitigasi dan penanganan dampak sosial
akibat bencana; '

menjadi penghubung koordinasi antarperangkat daerah dalam
upaya pencegahan, mitigasi, dan pemulihan sosial
pascabencana;

menyusun laporan analisis situasi dan rekomendasi strategis
kepada Ketua Satuan Tugas Jaga Jakarta terkait langkah
dukungan Satuan Tugas Jaga Jakarta dalam penanganan
kedaruratan dan bencana; dan



S)

ej mengoordinasikan penyusunan materi informasi publik terkait
kesiapsiagaan sosial dan keamanan wilayah terhadap potensi
bencana.

Kelompok Kerja Komunikasi, Publikasi, Kerja Sama, dan Tata
Kelola

a) menyusun strategi komunikasi publik dan menyiapkan materi
kampanye terstandar yang dapat digunakan oleh pokja
kota/kabupaten berkoordinasi dengan Staf Khusus Gubernur
DKI Jakarta;

b) melaksanakan fasilitasi penyusunan mekanisme kerja dan
standar prosedur pelaksanaan tugas jaga jakarta;

c) melaksanakan fasilitasi kerja sama;

d} mengoptimalkan pemanfaatan kanal pengaduan resmi di
Provinsit Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait tawuran
melalui publikasi berupa infografis dan video grafis;

e} menyampaikan informasi dan kampanye anti tawuran melalui
media sosial dan kanal informasi resmi milik Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

f) melakukan monitoring media tingkat provinsi berupa media
nasional dan regional, serta memberikan arahan klarifikasi isu
kepada Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten
Administrasi apabila ditemukan potensi konflik;

g) memfasilitasi pelatihan komunikasi publik, literasi digital, dan
kontra-naratif untuk Kelompok Kerja pada Satuan Tugas Jaga
Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan

h) mengintegrasikan laporan komunikasi publik dari Satuan
Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
sebagai bahan analisis tren opini dan rekomendasi kebijakan
tingkat provinsi.

2. SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT KOTA/KABUPATEN
ADMINISTRASI

a.

Dewan Penasihat

1)
2)

3)

menetapkan kebijakan strategis terkait pelaksanaan tugas Satuan
Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
memberikan masukan evaluasi pelaksanaan dan rekomendasi
perbaikan program kepada Ketua dan Dewan Pengarah; dan
menyediakan ruang konsultasi dalam pelaksanaan tugas Satuan
Tugas Jaga Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Dewan Pengarah

1)

mengarahkan pelaksanaan rencana kerja dan arahan strategis yang
diperlukan;

2) melakukan koordinasi pemberian dukungan pelaksanaan pimpinan
antarinstansi sesuai kewenangannya; dan

3) meminta masukan dan saran/pertimbangan kepada Dewan
Penasihat.

Ketua

1) memimpin pelaksanaan operasional Satuan Tugas Jaga Jakarta

Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi di wilayah kerjanya masing-
masing;
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2) memastikan penerapan pedoman yang telah ditetapkan oleh Satuan
Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

3} melaksanakan koordinasi antarperangkat daerah sesuai dengan
kewenangannya,

4) mengesahkan rencana kerja dan instruksi operasional yang bersifat
administratif;

5) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Jaga
Jakarta Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan

6) menerima dan menyampaikan laporan kinerja provinsi kepada
Dewan Penasihat dan Dewan Pengarah serta mengusulkan
rekomendasi kebijakan.

. Pelaksana

1} Kelompok Kerja Pencegahan

a) melaksanakan pemetaan zona rawan pada tingkat
kecamatan/kelurahan dengan format dan klasifikasi yang
ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pencegahan Satuan Tugas Jaga
Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b} menyusun laporan pemetaan bulanan dan menyampaikannya
kepada Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta untuk diintegrasikan ke dalam peta
rawan provinsi;

¢} menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye pencegahan di
sekolah, pesantren, komunitas pemuda, dan titik rawan sesuai
malteri standar yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas Jaga
Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dengan melakukan penyesuaian/adaptasi dengan kebutuhan di
masyarakat sesuai kewenangannya masing-masing;

d} menyampaikan data hasil monitoring potensi konflik kepada
Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dalam bentuk laporan insiden dini; dan

e} berkoordinasi dengan aparat Lkewilayahan serta tokoh
masyarakat untuk early warning dan respon cepat sesuai dengan
pedoman yang telah ditetapkan Satuan Tugas Jaga Jakarta
Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2} Kelompok Kerja Pembinaan
a} mengidentifikasi pelaku tawuran atau potensi pelaku pada

wilayah kota/kabupaten administrasi sesuai kewenangannya
masing-masing untuk dilakukan pembinaan;

b) melaksanakan program pembinaan lokal berupa program
rehabilitasi sosial, konseling pendidikan, dan pelatihan
ketenagakerjaan dengan mengacu pada kurikulum yang
ditetapkan oleh Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

c) melakukan evaluasi keberhasilan pembinaan setiap bulan dan
melaporkan hasilnya kepada Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3) Kelompok Kerja Penindakan dan Penegakan Hukum

a) menjalankan patroli dan operasi penindakan di wilayah
kota/kabupaten administrasi sesuai kewenangannya masing-
masing sesuai arahan Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
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b) membentuk dan mengoperasikan Posko Bersama Kelompok
Kerja Pencegahan Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat
Kota/Kabupaten Administrasi yang berfungsi sebagai pusat
komando lapangan dan kanal pelaporan kepada Satuan Tugas
Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta;

c) melakukan penanganan awal (pengamanan lokasi, identifikasi
pelaku, dokumentasi kejadian) sebelum dilakukan penanganan
lebih Ilanjut oleh aparat penegak hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d) menyusun laporan insiden secara harian untuk disampaikan ke
Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai bahan analisis pola dan rekomendasi
kebijakan; dan

e) mengajukan kebutuhan logistik dan sumber daya kepada
Satuan Tugas Jaga Jakarta Tingkat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta apabila terjadi eskalasi konflik melebihi
kapasitas kota /kabupaten administrasi masing-masing,

Kelompok Kerja Penanggulangan Bencana

a) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pencegahan dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

b) mengoordinasikan pengelolaan pencegahan dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana;

c) mengoordinasikan pengelolaan kedaruratan dan logistik
penanggulangan bencana; dan

d) melaksanakan pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana.

C. BAGAN STRUKTUR

1. SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DEWAN PENASIHAT

DEWAN PENGARAH

. y
, | \
KETUA
\. J

L WAKIL KETUAT I ‘ WAKIL KETUA 1T ]

KELOMPOX
KERJA
PENCEGAHAN

i

KELOMPOK KELOMPOK
: KERJA KERJA
KELOMPOK PENINDAKAN KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI,
KERJA AN PENANGGULANGAN PUBLIKASI,
PEMBINAAN BENCANA A SAMA,
PENEGAKAN KRS ’

DAN TATA
HUKUM KELOLA
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2. SATUAN TUGAS JAGA JAKARTA TINGKAT KOTA /KABUPATEN
ADMINISTRASI
L DEWAN PENASIHAT ]
- I ~
DEWAN PENGARAH
L I J
KETUA
I | | |
KELOMPOK
KELOMPOK KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA
KERJA KERJA PENINDAKAN PENANGGULANGAN
PENCEGAHAN PEMBINAAN DAN BENCANA
PENEGAKAN
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